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PROPINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN WALIKOTA  BATAM 

NOMOR 44 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PELAKSANAAN UANG JAMINAN SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA 
SEWA (RUSUNAWA) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN 

DAN PERTAMANAN KOTA BATAM 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA  BATAM, 

Menimbang  :  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 huruf a dan 

Pasal 73 huruf j Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Rumah Susun, maka perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan 
Uang Jaminan Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa 
(Rusunawa) Pada Dinas Perumahan Rakyat, 

Permukiman Dan Pertamanan Kota Batam; 

Mengingat    : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985  tentang 
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2611); 

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4880); 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Menteri   Negara  Perumahan Rakyat 

Nomor 14/PERMEN/M/2007 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan  Rumah Susun Sederhana  Sewa; 

6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota 
Batam Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 73); 
  

Menetapkan    : PELAKSANAAN UANG JAMINAN SEWA RUMAH 

SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) PADA               
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN 

PERTAMANAN KOTA BATAM. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Batam. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam. 

3. Walikota adalah Walikota Batam. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Batam. 

5. Dinas  Perumahan Rakyat Permukiman dan 
Pertamanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah 
Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan 

Pertamanan Kota Batam. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan 

Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam. 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 
disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Rumah Susun Sewa (Rusunawa), Berada 
dibawah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman 

dan Pertamanan Kota Batam, ditetapkan 
berdasarkan  ketentuan yang berlaku sebagai 
pelaksana tugas pengelola rumah susun dan sewa. 

8. Satuan Rumah Susun sederhana Sewa, yang 
selanjutnya  disebut Sarusunawa  adalah unit  



hunian pada Rusunawa  yang dapat  digunakan   
secara perorangan berdasarkan ketentuan  

persewaan dan mempunyai  sarana penghubung  
jalan umum. 

9. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya 
disebut Rusunawa adalah bangunan gedung 
bertingkat dalam suatu lingkungan yang terbagi 

dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara 
fungsional dalam arah   horizontal maupun vertikal 
dan merupakan satuan-satuan yang masing-

masing digunakan secara terpisah,     status 
penggunaannya adalah sewa serta dibangun 

dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan 
dan  Belanja Negara dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan   Belanja Daerah dengan  fungsi  

utama  sebagai  hunian. 

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang 

selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala 
UPTD Rumah Susun Sewa (Rusunawa) pada Dinas 
Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan 

Kota Batam. 

11. Pengelola Unit lingkungan Rumah Susun Sewa 
(Rusunawa)  adalah Petugas administrasi, 

pemeliharaan gedung, kemanan dan kebersihan 
pada setiap unit lingkungan Rusunawa. 

12. Penyewa   adalah  perseorangan   atau  badan  
hukum  yang  menyewa satuan  rumah  susun. 

13. Penghuni    adalah    perseorangan     yang   

bertempat    tinggal dalam satuan  rumah  susun. 

14. Rekening penampungan/Kas lancar adalah tempat 
penyimpanan sementara uang jaminan sewa bagi 

penghuni. 

15. Uang Jaminan Sewa adalah pembayaran jaminan 

sewa yang dilakukan oleh penyewa diawal 
melakukan sewa pada unit rusunawa dan sebagai 
bentuk pertanggungjawaban apabila penyewa yg 

tidak bertanggung jawab meninggalkan rumah 
dengan kondisi rumah rusak/ada barang yg hilang 

maka menjadi uang sebagai pengganti untuk 
menutupi kerugian yang diakibatkan oleh 
penyewa.  

 
BAB II 

PENYELENGGARAAN UANG JAMINAN 

 
Pasal 2 

(1) Setiap orang yang akan menempati Rusunawa di 
berlakukan uang jaminan sewa. 

(2) Dalam rangka menatausahakan uang jaminan sewa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD, Dinas 
dapat membuka rekening penampungan kas lancar  



dengan nama rekening Uang Jaminan Sewa UPTD 
Dinas. 

(3) Pembukaan rekening penampungan kas lancar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi 

dengan Bendahara Umum Daerah guna 
penyelarasan administrasi keuangan Daerah. 

(4) Rekening penampungan/kas lancar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputusan Walikota. 

 

Pasal 3 
 

(1) Pejabat penatausahaan keuangan Dinas 
melaksanakan penyimpanan, penatausahaan, dan 
pemindahbukuan uang jaminan sewa melalui 

rekening penampungan/kas lancar. 

(2) Segala biaya dan bunga yang timbul dari jaminan 

sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
beban rekening jaminan sewa. 

 

 
BAB III 

TATA CARA PENGEMBALIAN 

UANG JAMINAN SEWA RUSUNAWA 

 

Pasal 4 

  

(1) Setiap penghuni rusun yang tidak memperpanjang 

sewa rusun dapat mengajukan permohonan 
pengembalian uang jaminan sewa rusunawa kepada 
Dinas. 

(2) Permohonan pengembalian uang jaminan sewa 
penghuni rusun sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diajukan oleh penghuni atau kuasanya dengan 

melampirkan persyaratan sebagai berikut: 

a. Permohonan tertulis dari penghuni rusun; 

b. Asli bukti setoran uang jaminan sewa atau 
kwitansi pembayaran sewa  rusun bulan 
terakhir; 

c. Fotocopy identitas diri penghuni rusunawa atau 
kuasanya; 

d. Surat kuasa bermaterai cukup jika 

disampaikan oleh kuasanya; dan 

e. Berita acara hasil pengecekan lapangan dan 

ditandatangani oleh Petugas  pemeliharaan 
UPTD. 

 

 

 

 

 



Pasal 5 
 

(1) Dinas menerima pengajuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) dan apabila persyaratan telah 
dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu 

paling lama 6 (enam) hari kerja Kepala Dinas 
menetapkan Keputusan Pengembalian Uang 
Jaminan Sewa. 

(2) Berdasarkan keputusan pengembalian uang 
jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bendahara pengeluaran melakukan proses 
pemindahbukuan dari rekening penampungan/kas 
lancar ke rekening penghuni dan dibebankan biaya 

pindah buku kepada penghuni. 

(3) Apabila pengajuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) tidak disertai syarat yang lengkap, 

paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari Dinas 
menyampaikan pemberitahuan. 

 
BAB IV 

TATA CARA PENGELOLAAN UANG JAMINAN 
 

Pasal 6 
 

Pengelolaan uang  jaminan sebagai berikut: 

a. Pembukaan Rekening penampung/kas lancar 
kepada Bank yang ditetapkan oleh Walikota; 

b. Penyetoran uang jaminan oleh calon penyewa ke 

rekening Bank yang ditunjuk kemudian 
menyampaikan bukti setoran Bank kepada petugas 

Administrasi Pengelola UPTD; 

c. Penghuni yang tidak mengajukan pengembalian 
uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
kerja setelah diterbitkan surat pemberitahuan 
menjadi penerimaan Daerah; dan 

d. Pendapatan jasa giro dari penerimaan uang 
jaminan, dan uang jaminan sewa sebagaimana 

dimaksud pada huruf c menjadi penerimaan Daerah 
dan di setor ke kas Daerah, penghuni tidak bisa 
mengambil manfaat dari jasa giro dan bunga uang 

jaminan. 
 

 
BAB V 

PELAPORAN 
 

Pasal 7 

 

(1) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan 

penyelenggara rekening jaminan kepada Walikota 
melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kota Batam paling lama setiap 1 (satu) 

bulan sekali. 



(2) Bendahara Penerimaan Dinas menyiapkan bahan 
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan dokumen administrasi keuangan dan 
dokumen pendukung lain berupa laporan realisasi 

pelaksanaan sewa menyewa. 
 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam. 

 
     

Ditetapkan di Batam 

pada tanggal 18 September 2018 
 

WALIKOTA BATAM 
 

dto 

 
MUHAMMAD RUDI 

 

Diundangkan di Batam 
pada tanggal 18 September 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM 
    

dto 
 
            JEFRIDIN 

 
BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 631 

 

 
     Salinan sesuai dengan aslinya 

An. Sekretaris Daerah Kota Batam 

                    ub 

         Kepala Bagian Hukum 

 

    
 

DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si 
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